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Pos Bantuan Hukum

No. SK :

Per syar atan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong

2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan
kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan

Langsung Tunai (BLT); atau

3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh

Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

Sistem, M ekanisme dan Prosedur
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1. Pasal 16 Pembentukan Pos Bantuan Hukum [1] Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan
Hukum. [2] Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama dilakukan secara bertahap. [3]
Pengadilan Agama menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana serta prasarana untuk Pos
Bantuan Hukum sesuai kemampuan. Pasal 17 Jenis Jasa Hukum Dalam Pos Bantuan Hukum [1] Jenis
jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis
dan pembuatan surat gugatan/permohonan. [2] Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat
diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon. [3] Pemberian jasa hukum kepada
penggugat/pemohon dan tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan
hukum yang sama. Pasal 18 Pemberi Jasa Di Pos Bantuan Hukum [1] Pemberi jasa di Pos Bantuan
Hukum adalah: Advokat; Sarjana Hukum; dan Sarjana Syari'ah. [2] Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum
berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM
(Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. [3]
Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum dapat diberi imbalan jasa oleh negara melalui DIPA Pengadilan
Agama. [4] Pemberi jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Agama melalui kerjasama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum
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Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. layanan bantuan hukum
Pengaduan Layanan

pada Kantor Pengadilan Agama Sambas
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